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PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Srh

الرحيم الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Sei  Rampah yang memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama dalam sidang  majelis,  telah  menjatuhkan  putusan

perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat,  tempat/  tanggal  lahir  Bajaronggi/  04  Juli  1991,  agama  Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan
Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/ tanggal lahir Suka Jadi/ 22 April 1981, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Buruh Harian  Lepas,  tempat  tinggal  di  Kecamatan Dolok
Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Nopember 2018 telah

mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sei Rampah dengan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Srh, pada tanggal 5 Nopember 2018,

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu, 

tanggal  25 November 2009 di Kecamatan Dolok Masihul, sesuai dengan 

Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/36/XI/2009, yang di keluarkan oleh Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai,

tertanggal 25 November 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal 

bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bajaronggi, Kabupaten Serdang
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Bedagai, selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat 

tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan Tergugat yang letaknya 

bersebelahan dengan rumah orangtua Penggugat, dan tinggal bersama sampai 

dengan tanggal 11 November 2017, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat 

tinggal sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami

isteri (ba’da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, No

Name, perempuan, umur 7 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam 

asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup 

harmonis, namun sejak Maret 2011, sering  terjadi  perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat 

tersebut disebabkan : 

a. Masalah Ekonomi, karena Tergugat hanya memberikan uang belanja 

perminggunya kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu 

rupiah), dan menurut Penggugat uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan setiap kali 

Penggugat meminta tambahan uang belanja kepada Tergugat, Tergugat 

selalu marah kepada Penggugat;

b. Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan keadaan yang demikian 

Penggugat merasa kurang dihargai sebagaimana layaknya seorang isteri;

c. Kalau Tergugat marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada 

Penggugat;

6. Bahwa pada bulan 11 November 2017, terjadi puncak pertengkaran antara 

Penggugat dengan Tergugat disebabkan: Penggugat meminta tambahan uang 

belanja kepada Tergugat, karena uang belanja yang diberikan Tergugat tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat, namun Tergugat tersinggug dan akhirnya marah-marah kepada 

Penggugat, dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
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7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan 

rumah kediaman bersama, dan kembali ke rumah orangtua Tergugat 

sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas. dan sejak saat itu, Penggugat 

dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah 

tangga sampai saat ini;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya 

menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak 

berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk 

mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat 

telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan 

Agama Sei Rampah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada 

Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah untuk membuka 

sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan 

sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat 

(Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan 

yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya,

(ex Aquo et bono); 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah  datang

menghadap  ke  muka  sidang,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  menghadap  ke

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  yang  relaas
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panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  datangnya  tersebut

bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena  Tergugat  tidak  pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan

membacakan  surat  gugatan  Penggugat,  yang  maksud  dan  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat 

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Dolok  Masihul,  Kabupaten  Serdang  Bedagai,  tanggal  25

Nopember  2009,  Nomor  369/36/XI/2009,  Bukti  surat  tersebut  telah  bermeterai

cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat

tersebut telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga,  tempat  tinggal  di  Kecamatan Dolok  Masihul,  Kabupaten Serdang

Bedagai,  hubungan  sebagai  saudara  sepupu,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009; 

- Setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  terakhir  di  rumah

milik bersama; 

- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak; 

- Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak

dua tahun menikah mereka mulai bertengkar;
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- Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; 

- Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah kurang

uang belanja dan Tergugat kasar bicaranya;

- Penggugat  dengan Tergugat  sudah setahun lebih  tidak  satu  rumah lagi,

Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;  

- Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil; 

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan

Ibu  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  Jalan  Kabupaten  Serdang  Bedagai,

hubungan  sebagai  Ibu  Kandung  Penggugat,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Penggugat dan Tergugat menikah akhir tahun 2009; 

- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik

bersama; 

-  Awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  harmonis,  namun

sejak dua tahun menikah mereka mulai bertengkar;

- Pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  disebabkan  Tergugat

kurang dalam memberi uang belanja dan Tergugat kasar bicaranya;

- Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar; 

- Penggugat  dengan Tergugat  sudah setahun lebih  tidak  satu  rumah lagi,

Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;  

- Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  semua hal  yang

termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat  untuk

menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat

(1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan

patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di

persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus

orang lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya yang sah ke persidangan,  dan ternyata

ketidakhadiran Tergugat  tersebut  tanpa alasan yang sah,  oleh karena itu  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  ketidakhadiran  Tergugat  tidak  mempunyai  alasan

hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal

13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan

serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  maksud  ketentuan  dalam Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur’an, Juz II

halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi

pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

له لحق فهوظالم يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من

Artinya:  "Barang  siapa  dipanggil  untuk menghadap  hakim  Islam,  kemudian tidak

mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim

dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab

Al-Anwar Juz I  halaman 55 yang selanjutnya diambil  alih  menjadi  pertimbangan

Majelis Hakim yang berbunyi:

بالبينة اثباته جاز اوغيبة اوتوار بتعزز تعزز وان

Artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara

dengan bukti-bukti”;
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Menimbang,  bahwa  selama  proses  persidangan,  Majelis  Hakim  telah

berusaha  secara  optimal  mendamaikan  dengan  memberikan  saran  dan  nasehat

perdamaian  kepada  Penggugat,  namun  upaya  tersebut  tidak  tercapai,  dengan

demikian  kehendak  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal

65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan

ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016

bahwa  mediasi  dapat  dilaksanakan  bila  kedua  belah  pihak  hadir,  maka  oleh

karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  dari  pemeriksaan  terhadap  perkara  ini,  maka  yang

menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

dengan  alasan  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  jawaban  dan/atau  bantahan  Tergugat  atas  dalil   gugatan

Penggugat  untuk mempertahankan haknya tidak dapat  didengar,  oleh karena itu

Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut

tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja

tidak  mengindahkan  panggilan  tersebut  dan  dapat  dianalogikan  kepada  adanya

pengakuan  terhadap  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  tersebut,  akan  tetapi

ketidakhadiran Tergugat  dalam perkara ini  tidaklah dianggap sebagai  pengakuan

yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  (volledig)  dan  mengikat

(bindend),  melainkan  hanyalah  menggugurkan  hak  jawabnya  terhadap  gugatan

Penggugat, di samping itu perkara  aquo adalah perkara perceraian, maka sesuai

dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  tidak  dengan  sendirinya  menjadi  alasan

mengabulkan  gugatan  Penggugat  dan  Penggugat  tetap  harus  membuktikan

gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;
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Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat

telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat tersebut

telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen) dan aslinya

telah  dapat  diperlihatkan  di  persidangan,  dengan  demikian  bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materiil) bukti surat tersebut akan

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Otentik  sesuai dengan Pasal 1868

KUHPerdata, telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami

isteri  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  dan  terjadi  hubungan  hukum  antara

keduanya, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009,  Penggugat  adalah  pihak  yang  berkepentingan  dan  berhak  dalam

mengajukan perkara ini (persona standi in yudicio);

Menimbang,  bahwa  karena  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat

tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan

bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini,  maka sesuai

dengan  ketentuan  Pasal  175  R.Bg.,  para  saksi  tersebut  sebelum  memberi

keterangan  lebih  dahulu  telah  disumpah  menurut  agamanya  masing-masing,

dengan demikian secara  formil  para  saksi  tersebut  telah  dapat  diterima sebagai

bukti  dalam  perkara  ini,  sedangkan  dari  segi  materil  atau  substansinya  akan

dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  mendengar  dan  melihat

langsung  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  antara  Penggugat  dan

Tergugat dan saksi-saksi Penggugat juga mengetahui tentang penyebab terjadinya

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  oleh  karena  itu

Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan

dengan  gugatan  Penggugat  dan  keterangan  kedua  saksi  tersebut  saling

bersesuaian antara satu sama lain, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat
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bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  yang  dipertimbangkan  di  atas,

Majelis Hakim  telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat   dan  Tergugat   adalah  suami-isteri  sah  dan  telah

dikaruniai satu orang anak;

2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis

namun  sejak  dua  tahun  menikah   antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  nafkah  rumah  tangga  Pengguga  dengan

Tergugat dan Tergugat juga bersikap kasar dalam berbicara dengan Penggugat;

3. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara  Penggugat

dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai

sekarang ;

4. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  pernah  didamaikan,  namun  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat sejak dua tahun setelah menikah;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak setahun yang

lalu;

 Bahwa antara  Penggugat  dengan Tergugat  telah dilakukan upaya damai,

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti

keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan

dan pertengkaran di antara keduanya telah berlangsung secara terus menerus dan

berpuncak keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 3,5 tahun yang lalu sampai

sekarang;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  dalam membina  rumah

tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan

sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

                       

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa

tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan

sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah

sebagaimana Yurisprudensi  Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal  26

Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut

di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan

sulit terwujud;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  apalagi

Majelis  Hakim  dalam setiap  persidangan  telah  berusaha  menasehati  Penggugat

agar dapat  rukun lagi  dengan Tergugat,  namun tidak berhasil  karena Penggugat

tetap berketetapan hati  untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai

keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan

dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat  dan Tergugat

hanya  akan  menjadi  belenggu  bagi  salah  satu  pihak  bahkan  keduanya  dan

mempertahankan  rumah  tangga  sebagaimana  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat

dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara

mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis
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Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  pendapat  tersebut  sesuai  dengan  kaidah  fiqhiyah

dalam kitab  al-Asybah wa-Nadhair yang ditulis  oleh Jalaluddin Abdurrahman as-

Suyuti  yang  diambil  menjadi  pendapat  Majelis  Hakim,  yang  bunyinya  sebagai

berikut:

المـصـالح جـلـب عـلى مقـدم المـفـاسـد درء

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta  yang  telah  dikonstatir  tersebut  di

atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat

yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai

“pertengkaran yang terus menerus“ dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat

hidup rukun kembali dalam rumah tangga“ sehingga dapat dikonstituir secara yuridis

bahwa  peristiwa  hukum  tersebut  adalah  sebagaimana  alasan  perceraian  yang

ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah

mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam

persidangan  sebagaimana  ditentukan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi  Hukum Islam,

dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  telah  terbukti  cukup  beralasan

serta tidak melawan hukum, hal tersebut sejalan sebagaimana pendapat As-Sayid

Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 412 yang selanjutnya diambil alih

menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

مما اليذاء وكان الزوج اواعتراف الزوجة ببينة القاضى لذى دعواها ثبتت إذا

الصلح عن القاضى وعجز امثالهما بين العشرة دوام معه يطاق

بائنة بينهماطلقهاطلقة

Artinya:   “Jika  gugatan  isteri  terbukti  di  depan  Pengadilan  dengan  bukti  yang

diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami
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istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan

dan  Pengadilan  tidak  mampu  mendamaikan  mereka,  maka  boleh

dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas,  maka  gugatan  Penggugat  telah  terbukti,  karenanya  Majelis  Hakim

berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan

mendasarkan  pada  Pasal  119  ayat  (2)  huruf  c  Kompilasi  Hukum  Islam  yang

menentukan bahwa talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Agama, maka Majelis  Hakim sepakat  untuk  menjatuhkan talak satu  bain  sughra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  masih  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  semua biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada  Penggugat;

Mengingat  dan  memperhatikan  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang

berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap Penggugat

(Penggugat);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi

bertepatan dengan tanggal  6  Rabi’ul  Akhir  1440 Hijriyah,  oleh kami  Munir,  S.H.,

M.H.  sebagai  Hakim Ketua  Majelis,  Muhammad Reza  Fahlepi,  S.H.I.,  M.H.  dan

Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka

untuk  umum  dengan  didampingi  para  Hakim  Anggota  tersebut  dan  dibantu

Samsiyanto,  S.H.I.,  sebagai  Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri  oleh  Penggugat

dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim  Anggota, Hakim Ketua  Majelis,
            dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

dto

Munir, S.H., M.H.
Hakim  Anggota,

            dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

                       Panitera Pengganti,

                                                   dto

                    Samsiyanto, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:
1. Biaya pendaftaran   30.000,00  
2. Biaya proses   50.000,00
3. Biaya panggilan 480.000,00
4. Biaya redaksi     5.000,00
5. Biaya meterai     6.000,00
    Jumlah Rp.  571.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


